
PERATURAN HUPATL IEPARA 
NOMOR!TTAHUN 200 

TENTANG 
TATA CARA PEL.APOHAN DAN PERTANGGUNGJAW ABAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAII DES.A 

BUPAT JEPARA, 

Menimbang 

Mengimgat 

a. bahwa untuk melak sanal.an ktentuan Pusal 28 ayat (2) huruf a dan 
huruf b serta ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Perilihan, Pencalonan, 
Pengangkatan, Pelantikn dan Pemberhentian Petinggi. mala perlu 
diatur Petunjul Pelak sanaan dan Tata Cara Pelaporan dan 

ertanggngiawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Dea, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal sud pada huruf 
a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan 
dan Pertanggungawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

I. Undang _Undang Nomar 13 Tahun 1950 entang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dala Lingkungan Propinsi Jaw 
Tengah% 

2. Undang - Undang Noor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
den Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Naror 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Lndang 
ndang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor I0 Tahun 200-4 tentang Pembertukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389; 

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 200-4 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

• Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbengan 
Keuangan Antara Pererintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahu 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor I58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) 



7, Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pedoman L/mum Tata Cara Pelaporan dean Pertanggongiawabean 
Penyelenggaraan Pererintaha Dess 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepama Nomor 4 Tahun 2007 tcntang 
Tut Cara Pemiliha, Pencalonan, Pengangk.a, Pelantila dan 
Pemberhentian Fetinggi tLembarn daerah Kabupten Jepar 

Tahun 2007 Nomot 4) 

MEMUTUSKAN­ 

PERATURAN BUPATT TENTANG TATA CARA PEL APORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA 

AI 

KETFNTUAN LMUM 

Paal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak sud dengan 

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara; 
2 Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Peranglat Daerah sebugai unsur penyelenggar 

pemerintahan daerah 

3. Bupati adal ah Bupati Jepara; 
4. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jepara, 
$. Caril adalah sebutan lain Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Jepara; 
6. Desa adalah kesatuan masyarak.at hulun yang merilili heta-beats wilayah yang 

berwenang unto# mengatur dan megurus Aepentingan masyaralat stemr""ha" 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang dial ui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

7 Pererintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pererintahan oleh Pererintah Des.a 
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengafur dan mcngurus kepentingan masyarah.at 
setempat berdasark.an asal usul dan adat istiadat setempat yang dialui dan dihormati dalam 
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Peranglat Desa sebagai unsur penyelenggar 
pemerintahan desa; 

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingka BP'D, adalah lerbaga yang 
merupal.an perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran permerintahan desa seaga 
unsur penyelenggara pemerintahan desa; 

I0. Penyelenggaraan Pererintahan Desa adalah seluruh proses menejemen pemerintahan dan 
pembangunan desa berdark.an kewenangan desa yang ada, mehiputi penencan n, 

penetapan kcbijak.an, pelaksanaan, pengorganisasian, pngawasan, pengendahan, 
pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pcngem be ganna, 

IL. Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Dess Alhir Tahun Anggaran yang selanjutnya 
disingla LPPD ALhir Tahun Anggaran adalah laporn penyelenggaran pemerintahan dcsa 
kepada Bupati/ Walikota sebagai bentuk pertanggung jawabean pelaksanaan tugas dean 
fungi, meliputi laporn semualegiatan diesa berdasari.an kewenangn des yang ad, sert.a 

ugar-ugas dan keuangan dani pererintah, pemerintah provinsi dean pererintah 
kabupaten/kota selama satu tahun anggaran; 



l2 Laporan Penyelenggaran Pemerint h  Dess  Akhir  Mas  Pet  ggi yang 
selanjutnya disingkt tppp Alhir Masa Jabatan adaah proses leg tan pelaporn Petinggi 
kepada Dupati/Walikota melalui Carat sec belum beral hirnya mas jatan, mehipti 
laporan penyehenggaraan pemerintaban desa selama 6enam) tahun 

13. Lapora Keterangan Pertanggungiawaban Alhir Tahun Anggaran Petinggi yang 
selanjutnya disingkat LKP Akhir Tahun Anggaran sdalah proses kegiatan pelaporan 
Petinggi lepada rmakyat melalui Hada Perusyawart.a Des (BPD) scbagai bentul 
pertangungiawaban pelaksanaan tugas da fungsi, meliputi keterangan seluruh proses 
pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapetan dan Belanja Lesa; 

I4. Lapoman Ketersngan Pertargungiawaban Akhir Mae Jabetan Feting yang selanjutnva 
disingkat LKPI Alhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan fetingg #epada r1 
sebelum berak hirnya masa jabot.an, me hiputi laporn pereelngsaran pemerintaban de; 

IS. Penginformasian Lapora Penyelenggaran Pererintahan Desa yang selanjutnya disingkat 
lnformi pPp kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Petinggi kepada 
rah yat tentang pelaksanaan permerintahan dca melalui media pengumuran nesmi, me hipoti 
informasi pokol -pokok kegiatan; 

l6. Laporan kcuangan PD adalah laporan administrasi keuanga BD setiap Tahun yang 
disarpailan kepada Petinggi selalu pemengang kelua in pengelolaan keuangan dea, 

17. Peraturan Des.a adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan 
Permusyawaratan De-sa bersama Petinggi; 

l8. Anggaran Pendaputan da Belanja Des yang seclanjutnya disinglt AP'BDea adala.h 
rencana lcuangan tahunan peerintahan desa yang dibahas dan disctujui bersara oleh 
Pemerintah Desa dan BP'D, yang ditctaplan dengan Peraturan Des, 

19. Pengwsan penyclcnggars Pererintahen Des adalah sat proses legiatan yang 
ditujulan untuk menjamin agar Pererintahan Desa dapat berjalan sesuai derg n rencana 
dan ketentuan yang telah ditetaplan; 

20. Pengawasan BP'D adalah pengawasan yang dilak ulan oleh BP'D ierhadap Pemerintah Desa 
sesuai wewcnang dan haknya, 

2I Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilal.uloan masyarak.at 

BAB I 

TUJUAN LAORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pusal 2 

(I) LKPJ dan LPD Petinggi digunalan oleh bupati sebagai dasar melakukan evaluasi 
penyelcmgran Pemerintahan des dan sc be g ai  bahan  pembinan lebih lanjut. 

2) Pembinaan sebagaimana dirak sud pada ayat (I) dapat berupa pemberian sank.si dan 
penghargaan. 

BAB III 

JENIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABRAN 

Bagi Keat 
Lapora Petingi 

Pasal) 

Laporan Pertanggungawaban dalam Peraturan ini, meliputi Laporan Petinggi dan Laporan 
Keuangan BPD 

Pasal 4 

Laporan Petinggi sebagaimaa dimaksud dalam Pasal mneliputi 
a LPPD Petinggi. mehiputi LPD Akhir Tahun Anggaran da LPPD ALhir Masa Jabatan; 

b. LKPI Petinggi, meliputi LKPJ Alhir Tahon Anggaran dan LKPJ Alhir Massa Jabatan; 
e. Penginformssia LPPD lepeda mayark.at. 



gin led 
Lpor BPD 

Pasal S 
(I) Laporan Pertanggungiawahan BPD adalah Laporan Administrasi keuangan BP'D lepada 

Petingg 

«2) Lapoman Administrsi setbaimane dime.ksod pod yet(Dad!"eeniwataw 
tentang perggunaan leuasngan des kepada petinggi selaku pemegang keluasaan 
pengelolaan keuangan Dess 

tD Ruang lingkup LP'PD dan LKPJ Akhir Tahun Anggarn, meliputi 
a Ursan pemerintahan berdasark.an hak asal usu Desa; 
b, Ursan pemerintahan yang diserahlan Daerah 

e. Tugas Pembantuan; 
d. Urusan pererintahan lainnya yang olieh Peraturan perundag-undangan diserahk.an 

kepada Desa 

(2) Ruang Lingkup LKPJ masa Alhir jabatan, meliputi: 
a. Ringkasan laporan tahum-tahun sebelumnya; 
b. LKPJsisa masa jabutan yang belum dilapork.an; 
c. Ilasil yang dicapai dan yang belum dilak sanakan; 
d. Hal-hal yang dianggap perlu untul pertain 

(3) Ruang Linglup Penginformasin LPPD selurang-larangy.a, me liputi; 
a Penyelenggaraan Pemerintahan Dess; 
b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputrusan Petingi, 
e. Penyusunan, Pelak.anon dan pertanggngiarwabean AP9Dea, 
d Hal-hal lain yang dianggap perlu 

Bagin du 
Materi Pela.porn 

Purgrf Keat 

Muatn LPPD dan LkKPI Akhir Tahon Aggar 

Pusal 7 

(l)Muatan Laporan Urusan Pemerintahan berdasari.an balk asal usul Desa sebagairana 
dimaksuad dalam Pasal ayat (l huruf a, meliputi bak untuk mengat ur dan mengurs 
lepentingan masyarak.at sectempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan 
tidal bertentangan dengan perat uran perundang-undan yang berial.u. 

(2)Muatan Laporan Urusan yang diserahkan Daerah sebagaimana dirak sud dalam Paal 6 

ayat (I) huruf b, meliputi: 
a bidang pertanian dan ketahanan pangan; 
b. bidang pertamhangan dan energi serta sumber darya mineral; 

c. bidang kehutanan dan perk.ebunan; 
d bidang perindustrian dan perdagangan 
e. bidang koperasi dan usaha keeil dan menengah; 
f bidang penanaman modal; 
g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 
h. bidang kesehatan; 
i. bidang pendidikan dan kcbudayaan, 
j. bidang sosial; 

4 

BABIN 

RUANG LINGKUP 

Pasal 6 



5 

k. bidang penataan ruang; 
I. bidang permukiman/perumahan; 
m. bidang pekerjaan umum; 
n. bidang perhubungan; 
o. bidang lingkungan hidup; 
p. bidang politik dalam negeri darn administrsi pubik, 
q. bidang otonomi dear; 

r. bidang perimbangan kcuangan; 

s. bidang tugas pembantuan, 

t. bidang pariwisat; 

u bidang pertanahan; 
v. bidang kependudul.an dan catatan sipil; 
w. bidang kesatuan bangsa dan perhindungan masyalt dan pemerintaban unu, 
x. bidang perencanaan; 
y. bidang penerangan/informasi dan korunilsi; 

• bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anal; 
aa bidang keluarga berencana dan keluarga Siejahtera; 
bb. bidang Pemuda dan olah raga; 
cc. bidang bidang pemberday«an masyarak.at dan dies, 
dd. bidang statistik, dan 
ee. bidang arip dan perpusta.an 

(3) Muatan Laporan Tugas Pembantuan sebagaiman.a dimeal sud dalam Pal 6 aryat (I) huruf e, 
me hiputr 

a. tga pembent uan yang diterima dari Pemerintat, 
b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah provinsi; 

c. tugas pembantuan yang diterima duni Pererintah Kabupeaten/Kot.a. 

(4) Muatan Laporan Urusan permerintah lainrya yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang 
discrahkan kepada Desa sebagaimana dimak sud dala Pasal 6 ayat (I) huruf d meliputi 
urusan permerintahan yang diserahkan kepeda Lesa berd la ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

Prgref led 

MateriLPPD dan LKPJ Akhir Than Amgran Petingei 

Pasal # 

Materi Laporan Petinggi bidang urusan pererintahen berda rin husk asal usul Desa, meliputi 

a Ringkasan Rencana Kerja Peranglat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan 
desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa 

b. Peryelenggaraan ursan mencal up 
L. Pelakosanaan Kegiatan; 
2.Iingkt pencapaian; 
3. Satuan Pelak sana kegiatan Desa; 

4. Data Perangkat Desa; 

$. Alolasi dan realisasi arggaran; 
6. Sarana dan prasarana yang diguanak an; 

7, Permasalahan dan penyelesaian 

argraf etig 
Uran Peerintahn yang dierhl 

bupaten/of 

Pusal 

Materi Laporan Petinggi bidang urusan Pemcrintahan yang discrahln Kabupaten! Kot.a, 
mehiputi 
a. Pelak sanaan Kegiatan; 
b. Tinglat pencapaian; 



e. Satuan Pelak sanakegiatan Des; 

d Alolasi dan realisasi arggaran; 
e. Sarana dan prasarana yang diguana an; 

f Permasalahan dan Penyelcsaian; 

largraf eempat 
Tgs Fem bat 

Pual I0 

Materi Laporan Petinggi bidang tgas pembantuan, mehiputr 
a. Daear Huk um, 
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan; 
e. Pelak sanaan Kegiatan; 
d Realisasi Pelak sanaan Program dan Kegiatan; 
e. Surber dan jurmlah anggaran yang digunak.an; 
f. Satuan Pelak.sana Kegiatan Desa, 

g. Sarna dan prasarana; 

h. Permasalaha dan Penyelesaian. 

Purgraf Keli 
Lrus Penrith Limy 

Pasal IH 

Materi Laporan Petinggi bidang urusan Pererintahan lainnya, me hiputi 
a Dasar Hukum; 
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan; 
e. Pelaksanaan Kegiatan; 
d. Realisasi Pelak sanaan Program dan Kegiatan 
e. Surber dan jumlah anggaran yang digunak.an; 
f. Satun Pelak sana Kegiatan Desa; 

g Sarana dan prasarana; 
h. Permasalahan dan Penyelesaian; 

ABV 

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN 

Bagian leat 
L.PD 

Pal 12 

(l) Penyusunan LPPD Alhir Tabun Anggaran dean LPPD Alhir Masa Jabotan menganut prinsip 
transparan dan al untabilit.as. 

(2)LPPD Alhir Tahun Anggaran scbagaimana dimak sud ayat (I) disusun den ga n  format  
seagaimana  tercantum dalam lampiran I yang merupal.an bagian tidal terpisahl.an dar 

Peraturan Dupeti ini. 
(9Ippp Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimak sud aryat (I) disusun den ga n  format 

seagaimana tercanturm dalam Lampiran ll yang merupekan bagian tidal terpisahk.an dar 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 
( L P D  Akhir Tahun Anggaran disampaikn Petimggi lepada up«ti melalui Carat, paling 

lam.bat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran beral hir 
(2)LPPD Alhir Masa Jabatan disampailan Petinggi kepada Bupati melalui Camat, paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah sebelum masa jabatan Petinggi beral hir 



' 

LKPJ 

Peal I4 

() Penyusunan LKP] Alhir Tahun Anggaran de LKPI Alhir Massa Jabatan men g  nut  prinsip 
transparan dan akuntabilita 

(2)LKPI AKhir Tahun Anggaran scbagaimana dimal sud ayat (I) disusun derg n format 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Ill yang merupal.an beagian tidal terpisahlan dari 
Peraturan Dupati ini 

()LKPI Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimak sud ayat (I) disusun dengan format 
sebagaimana tercanturm dalam Lampiran IV yang merupeal.an bagian tidal terpisahln dari 
Peraturan Bupati ini. 

Peal 15 
(I) Apabila Petinggi berhenti sebelurm akhir tahun anggaran LKPJ Petinggi disampail.an oleh 

pjabat pengganti atau pelak sana tugas Petirggi 
(2)Mateni LKPI Petinggi disampaikan oleh pejabat penggati ata pelaksana tugas Petinggi 

sebagaimana dimak sud aryat (I) berdasarkan laporan dalam mernori serah terima jabeta 
Petinggi yang diganti ditambah sisa waktu sampuai dengan akhir tahun anggaran yang 
bersangk.utan 

BAB VI 

PELASANAAN PELAPORAN 

Bagi kKet 
LkKPI Alhir Tahn anger 

Pasal I6 

(I) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibeanya Petinggi wjib menyampeaila LKPJ Alhir 
f ahun Anggaran kepada BPD 

(2)LKP Petinggi disampaikan secara tertulis kepada BPD 
(3) Mateni LKPI Petinggr dan mekanisme laporan keterangan pertangungiawaban Petingi 

kepada BPD diatur dalam Peraturan Des 

(4) Laporan sebagaimana dimak sud ayat (I dilakula selambat-lambatnya } (tiga) bulan 
setelah berak hirnya tahunt anggaran 

($) BPD melakukan evalussi terhada LKPJ Petinggi selambat-lambatnya IS (lira belas) hari 
sejak diterimanya LKPI 

(6) lHasil evalusi LKPI Petinggi dijadikan dasar untuk melakl pengawasan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Des 

(7) Hail evaluasi dimak sud pada ayat 2 dilaporlan kepada Bupati melalui Carat selam.bat­ 
lambatnya IS (lima belas) hari sejak ditcrimanya LKPI 

Hagin led 

LkKP.I Alhir Ma habatan 

Pasal IT 

(I)LKPI Alhir Masa Jabatan disampaila oleh Petinggi dalam rapat paripumna BPD 
(2LKPJ ebagimana dimaksud ayat (I) dibabes oleh BP'D ccara internal scsuai dengan tat 

terti BPD, 

(3) Berdasark.an hasil perbabasan secbagaimana dimak.sud pada ayat 2 (dues), BPD menetaplan 
Keputusan BPD 



() Keputsa BP'D sebagaimana din ksud pod ayat (tiga) di pa il  paling  0  
(iga puluh) hari setelah LKPI diterima 

(5) Kcputusan BP'D ebagaimana dimaksud pada ayat } (tiga) dis mpaik.an lepeda Peting 
dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai relomnen da  lepada  Petinggi  untu  

perbaikan penyclcnggaraan pemerintahan desa kcdepan 
(6) Apabila LKPJ sebagaimana dimak sud ayat I (satu) tidal ditanggapi dalam jangla waltu 30 

(tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, mala dian gga p  tidal  ad  relomnenda i untul 
penempurnaan. 

gin etig 

lnformi1.Pp 

Pal I8 

(I) Petinggi wjib menginformasikan LPPD kepada masyaralat deseanya, 

(2) Penginformasian LPPD sebagaimana dirak sud pada ayat (2) disampaikn scars tertuhis 
melalui pengumuran resmi atau media setempt, dan sccara lisan langsang lepad 
masyarah.at dalam berbagai perteruan masyaal.at des; 

(3) Penginformasian LPPD dilalulan sekurang-kurangnyal(satu) lali dalam setahun; 

(4) Penginformasian LPPD selurang-kurangya memuat, antara lain. 
a Penyelenggaran Pemerintahan Desa, 
b. Pelak.sanaan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan lKeputusan Petings, 
e. Penyusunan, Pelak.sanaan dan Pertanggngiawab AP'BDea 
d Hal-hal lain yang dianggap perlu 

(4) Informasi PD Petinggi sebagaimana dirak sud pad ayat I (satu) disusun dengan format 
sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupol.an bagian tidal terpisahl.an dar 
Peraturan Bupati ini 

Bagin Keempat 

Pelaporn Administri kengan BPD 

Pasal I9 

(I) BPD juga wajib menyampail.an laporan administrasi keuanga BP'D yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Petinggi selaku Pemegang Keluasan 
Pengelolaan Keuangan Desa 

(2) Laporan administrasi keusngan BPD ebagaimana dimaksud dalam ayat (I) disampail.an 
secara tertulis. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20 

(I) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Dess, Pererintah Daerah 
melakukan fasilitasi kepada Pererintah Desa da BPD berupea pemberian pedoran, 
bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan. 

(2) Bupati dapat meimpahk.an kewenangan pembinaan pemerintaha Desakepeda Carat. 



Pl 2 

() Dalam hal Petinggi tidal menyampailan laporn 
Bupati memberikan teguran tertulis dan tindal.an ad 

peraturan perundang-undangan 
(2) Dalam hal petinggi tidak menyampaila laporan scbagairmana dalan peal 4, Baden 

Permuyawaratan Desa dapat memberilan teguran tertuliskepeda Petirgi­ 

AB VIII 

KETENTUAN PENTU 

Pusal 22 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundang.an 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahln pengundanga Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Derita Daerah Kabupaten Jepar 

Ditetaplan di Jepara 
ph tangsal 43..Ag9k.. 2009 

r 
HF NDRO MAR TOJO 

Diundangkan di Jepara 

poada tangsal ].Apt.k. 2009 

SKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KAUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR...1 

• 

fi l.sod dalam pasal 
i liya sea 



10 

LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINT AHAN DESA 
AKIHIR TAHUN ANGGARAN 

TAHUN...oooooo 

$sEAMATA 4. D A T 4 N  466AMA 

BABI PENDAHULUAN 

A. DASAR HUKUM 
B. GAMBARAN UMUM DESA 

I KONDISI GEOGRAFIS 
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS 
3. KONDISI EKONOM 

BABII RENCANA PEMBANGUNAN JANGK A MENENGAH DESA 
A. Visi dan Mist 
• Strategi dan Arah Kebijakn Desa 
C. Priroitas Des 

BAB III KEWENANGAN DESA 
A. URUSAN IHAK ASAI UISUL. DESA 

t Pelaksanaan Kegiatan 
2 Tinglat Pencapaian 
3. Satuan pelaksanaan kegiatan Des 

4. Data peranglat Des 
5. Alolasi dan Realisasi Anggaran 
6. Proses Perencanaan Pembeangunan 
7 , Sarana  dan  prasaran.a  
8  Permasalahan dan penyelesaian 

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATENKOTA 
t. Pelaksan n Kegiatan 
2 Tingkat pencapaian 
3. Realisasi Program dan kKegiatan 
4. Satuan pelaksana kegiatan Desa 
5. Data Perangkat Dess 
6. Alolasi dan Realisasi Anggaran 
7, Permnasalahan dan penyelesaian 

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN 
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA. 

1 Dasar Hulk urm 

2. Instasi Pemberi Tugas Pembantuan. 
3. Pelaksanaan Kegiatan. 
4. Realisasi Pelak sanaan Program dan Kegiatan. 
5. Surber dan jumlah anggaran yang digunal.an. 
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Des 
7, Sarana dan prasaran 
8. Permasalaban dan penyele ian 

B TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 
I Dasar Hulm. 

2 Urusan pemerintaban yang dituagas pemnbentusank.an 
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3. Sumber dan Jumlah ggr man 

4. Sarana dan pra rana 

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA 

A. KERJASAMA ANTAR DESA 
l Desa yang diajak kerjasama 
2 Dar Huk um 
3. Bidang erjasama 
4. Nama Kegiatan 
$. Saturn pelak.sanalegiat.a Des 

6. Data peranglat Desa 

7. Samber dan jumlah anggaran 
8 Jangka Waltu Kcrjama 
9 Hasil Kerjasama. 
0. Permasalahan dan penyelesaian 

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETGA 
I Mitra yang diajak Kerjasama 
2 Dus at  Hulum 

3. Bidang kKerjasama 

4. Nama Kegiatan 
S. Satuan pelaksana kegiatan Desa 

6. Sumber dan jurmlah anggaran. 
7. Jangka Waltu Kerjasama 

HasilkKerjasama 
9, Permasalahan dan penyelesaan 

C. BATAS DESA 
I. Sengkcta batas Desa 

2. Penyelesaian yang dilakukan 
3. Satuan pelaksanakegiatan Desa 

4. Data Peranglat Dess. 

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 
• Bencana yang terjadi dan penanggulangannya 
2. Status Bencana 
• Surber dan jumlah Anggaran. 
4. Antisipasi desa 

S. Satuan pelaksana kegiata Des 

6. Kelembagaan yang dibentuk. 

7, Potensi beneana yang diperkiralan terjadi 

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 
I. Gangguan yang terjadi 
2 Satuan pelaksaa kegiatan Desa 

3. Penanggulangan dan Kendalanya 
4. Keikutsertaan Aparat Kcamanan dalam penanggulangan 
5. Sumber dan Jumlah Anggaran 

BUPATLJ 
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Lamnpiran fl Pen man bupeati leper 

vorot 

Tanggal 

LAPORAN PENYELENGARAAN PE MERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN 

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABAT AN 

BABI PENDAIIULUAN 

A. DASAR HUKUM. 

B. GAMBARAN UMUM DESA. 

C. KONDISI GEOGRAFIS 

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS 

F KONDISI FKONOMI 

BABIE: RENCANA PEMBANGUINAN JANGKA MENENGAH DESA 
A. Visi dan Misi 
I. Strategy dan Arah Kebijalan Des 
C. Priroitus Des 

BAB LIE: KEWENANGAN DESA 

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA 
t Pelaksanaan Kegiatan 
2 Tingkat Penecaspaian 
3. Satuan pelaksanakegiatan Des 
4. Jumlah Pegawai dan datanya 
$. Alokasi dan Realisasi Anggaran 
6. Kondisi sarana dan prasarana 
7, Permasalahan dan penyclesaian 

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATENKOTA 
Pelaksan in Kegiatan 

2. Realisasi Program dan kegianan 
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa 
4. Data Peranglat Desa 
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 
6. Permasalahan dan penyelcsaian 

BAB IV· TUGAS PEMBANTUAN 

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 
l Dasar Hulum 
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 

3. Pelak sanaan Kegiatan 
4. Realisasi Pelak sanaan Program dan Kegiatan 
S. Surber dan jumlah anggaran yang digunak.an 
6. Satuan pelaksanakegiatan Dess 

saran.a dan prasaran.a 
8 Permasalahan dan penyeleaan 

B. TUGAS PEMANTUAN YANG DIBERIK AN 

• Dasar Hulum 
2 Ursan permerintahan yang ditogas pembantukan 
3. 5umber dan Jurmlah anggaran 
4. Sarana dan pra arat 
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ABV URUSAN PF MERINTAIWAN LAINNYA 

A. KERJASAMA ANTAR DM SA 
, Des yang di.jk kerj 

Dar Hok.un 

3. Bidang Kerjasame 
4. Nana kKegiatan 
$. Stun pelk na legit Dea 

6. Data leranglt Des 
7 $umber de jumnlah ggr nan 

Jagla Walt erjsa 
9 HasilkKerjsmna 
lo. fern alaha da penyeles in 

B KERJASAMA DENGAN PIHA KE TKA 
I. Mitr yang diajk kerjam.a 

Dsar Hul.urn 
3 Bidang lerjasama 
4. Nama egitan 
$. Stud pell a legit. De 
6 Samber dan jumnlah aggn 
7 Jgl Waltu Kerrj.era 

lHilkKerjsama 
9 Perraoaaha dan peny«elea 

C. BATAS DESA 
I Senglet bat Des 

Penyele in yang dill l. 

Stuan Kerj fernglt yang merry«elengl. 
4. Data Pegawai 

D PENCE6AHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 
I Bencana yang terjadi dan pe nggala ganny 

Status [enc.adv  

3,  Surber dan jurn.lah Arggr 
4 Antisipasi des 
S. Satan lerja Perngkt Des yang 
6. Kelembagaan yang dibentu 
7 oteni bencana yang diperliraj terjadi 

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 
I Gargan yang terjadi 
2 Satu pelaksanalegiata Des 

fen gulangan da Kendalrya 
4, Keil.tsertaan Aparat Kearn dale pe g la g  
$, Surber dan Jumlah Anger 
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L pi n  III  Pen  man  bupet  Jepear  
otor  

T  

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGAW AAN 
PTINGGI AKHIR TAHUN ANGGARAN 

TAHt 

SISTEMATIKA LKPI AKHTR TAHUN ANGGARAN 

BAB PENDAHULUAN 

A DASAR HUKUM 

GAMBARAN UMUM DE SA 
KONDISI GEOGRAS 

2. G4MARAN UMUM DEMOGRAFIS 
J KONDIS! EKONOM 

Potensi ungguln Dea 
b Pertumbha Elonore/P'DR 

RENCANA PEMANGUNAN JANGKA MENENGAN DESA 

A Vii dan Misi 

B. Strategi da Arah Kebijal. Dea (sci Rene. Pember 

hangl Mienengah Dea) 
€ Prioritas Des 

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DES4A 

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DES4 
l intifilai dan Elterif il.i 

Target dan reali i Pend, 
J. Permasa laban dan pry.elei 

B. PENGELOLAAN BELANJA DE SA 
I kKebijal Unum Kcug De 

Target dan realii Belaja 
• Perm ssalahan dan pony«eesin 

BAB IV PENYELENGKAKAAN URU'SAN PF MERINTAHAN DESA 

A, URUSAN IHAK ASAL USUL DES4 
I. lrogrm dan legit 

Realii Pelak.an legit.an 
J. Pernasa lahan dan peryelea.ia 

B. URUAN PEMERINTAAN YANG DISERKAHK AN KABUPATENKOTA 
I Program dan Kegiatan 

Realisasi Pelak nkKegitan 
3 Permatalaha da pony«elei 

BA I 

BAB V PENYEENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

A TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 
Dasar Hok.um 

2 lnsti Pemberi Tug Per.bet 
3. Satuan erja Peragkt Des 
4. kK egitan  yang diterima 
$, Suber da Jurlah Ang 
6 Permaalaha da penyclean 

R TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIK AN 
l pear Hulan 

Ur Pererintaha yang ditugs per.b la 
3. Samber dan Jumnlah Amg mu 
4 Sarna d Prat 
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BAB VE: PENYELENGGAKAAN URUSAN PE MERINTAHAN LAINNYA 

A. KERJASAMA ANTAR DESA 
• Keboil.an dan Kegiatan 
2 Realisai Pelak sanan lKegatan 
3. Permaalaha da pryeleain 

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETGA 
I. Kebijal.an dan Kegitan 
2 Pelak sane Kegitan 
1. Permaalaha da penyelesaa 

C. BATAS DES4 
• Kebijakn dan Kegiatan 
2 Pelak.sanaan Kegiat.an 
3. Peral.aha da penyclean 

D. PENCEGAIHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 
I. bencana yang terjdi dan penanglnganary 
2 Status bencan 

3. Sumber dan Jumlah Arggrn 
4. Anti»ipai Dea 
5. Potensi bencana tang diperk.iral. terjadi 

• PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 
I. Gargan yang terjadi 

Satuan pelaksana legiatan Des 
3. Data perangkatg Des 
4. Suber dan hurl.ah Angara 
• Penanggulangan dan Kendalnya 
6. Keiltsertan Apart Kean.a Deal penanglg 
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Lampi IV Perturn buapt epar 
otnot 

T: el 

LAORAN KE TERANGAN PERTANGGNGJAW AAN 
ETINGGI AKHIR MA4 JAB4TAN 

TAHt...or% 

SISTEMATIKA LAKPJ AKHIR MASA JAB4TAN 

BAB! PENDAHULUAN 

A DASAR HUKUM 

B. G4MIAAN UMUM DE.SA 
I KONDISI GEOGRAFIS 
2 GA4MARAN UMUM DEMOGRAFIS 

1 KONDISIEKONOM 
Poteni unguln De 

h Pertumnbuh Elooe/pp 

BAB II RENCANA PF MANGUNAN JANGKA ME NE NGAH DESA 
A Vii dun Misi 

B. Strategi dan Arah ebijaln Dea (sci enc Pe vb g nan hangl Me g t  
Des) 

C. Priorita Des 

AB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DE SA 

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA 
f Intensifilast din El sifill.si 

Target dan realisasi Pen d.a  
J  Perm  laban  dan  peny«elesaran 

B. PENGELOLAAN BEL ANJA DESA 
I. kKebijaln U/rum Keung Des 

2. Target dan realisasi Belanja 
l. Per salahan  dan  penyee in 

BABIV PENYELENGGARAAN URUSAN PE MERINTAHAN DESA 

A, URUSAN HAK ASAL. USUL DESA 
1 pelala kKegiatan 

Pelland Program dan kKegit 
Permasalahan dan penyelie an 

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISLEAHK AN KABUPATEN'KOT A 
L. Pelak.sanan Kegiatan 

Pelak«nae Program da kK egi t.an  
•  Permu ssa lhn  dan  penyeiesin 

BABV PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 
I Dest Hulm 

inti l'emberi lugs lerbent 
3. Satan pelaksans legit Des 

4 Pelak nan legit yang diterin 
$. Surber dan Jurah Anger 
6. Perm ilaha dan peyelesi 
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B TU6AS PEMANTU AN YANG DMBER AN 
Dear Hulm 
Llrus leerintah yg 

3. Samber dan Jurnlah An gg  r  

4.  Sarna  de  Praran.a 

AVI PENYELENG6AKAAN URSAN PE MERIN TAHAN LAINNYA 

A. KEKJASAMA ANTAR DESA 
I kKebijal da Kegiatan 
2 Pelaknaa Kegat.an 
$. Permasaaha dan penyclean 

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHA AKE TGA 

I. Kebijl dan Kegit 
Pelak.sauna kKegit 

3 Permaalhan dan penyclean 

C. BATAS DESA 
Kebijakn d Kegiatan 
pelain kKeitan 
Perras.ala.hen dn pony.eli 

D PENCEGAHAN DAN PENANGGRLANGAN BHENCANA 
I. Bessana yang terjdi dan pen g la g  1ya 

Status bencaa 
3. Surber dean Jurnlah Anggr 
4. Antisipai Des 
$. Potensi Bencaa tang diperkiral terjdi 

E. PENYELENGGARAAN KT TENTRAMAN DAN KETERTIAN (MUM 

I Gagg yang terjadi 
Satuan pelaksa keg ta Des 

3. Surber dan Jumlah Av gg  r  

4  Penaggulag dank L u  +ya 

S. Keikutscrt Apart Kearn n Del per ggu lag  
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INFORMASIFNLFG6AAA PE MERIT AHAN DES4 
DA l at putt. 

f Peyelemgran Des 
A. Ursa Pererintahen Lea 

(Ringle di per, le gr Lr 

C Tugs Pembant 
(Ringlean dari peyclengra yang ditug llepad de oleh Pererintah tight at) 

D Urn vtahan Linny 
ting#an run Pererinthan lain-jihad) 

2 Ring APB De» 

A Pendapat Des 
• Pendapata Ali Des 
b. Bagi hail paal Kabupaten/Kot 
e. blagian dari restribui Kbupten/Kot. 
d. Aloli Dana Des 
e. Bantu keuag Pemerinth, Pemerinth Provinsi, lemerit.ah brp ten  

ota  dan  da  any 
f Hibah 

g Sumbangan lihal ke tig 

B Belanja 
a elanja Langong 

) Belaaja Pegawi 
) Belanja Barang/jar 
) Belanja Modal 

b. Belanja Tidal Lagung 
p) Belanja Pegawi 
2) Belanja Subsidi 
3) Belanja Hibah 
4) Belanja Bantu Sosial 
$) Belanja Bantu kKeugn 
6) Belanja Tak Terdug 

t Pembirya 
• leseriraan Pembiaaan. 

I) Sis Angara Tahu be lucry 
2 Hail Penjulan Aset yang dipisahln 

b. Pengelua Pembiaryan; 
I)Den Cadangan 
)Peyerta Modal Des 
)Pembayaran L/tang 
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INFORMASIFNLFG6AAA PE MERIT AHAN DES4 
DA l at putt. 

f Peyelemgran Des 
A. Ursa Pererintahen Lea 

(Ringle di per, le gr Lr 

C Tugs Pembant 
(Ringlean dari peyclengra yang ditug llepad de oleh Pererintah tight at) 

D Urn vtahan Linny 
ting#an run Pererinthan lain-jihad) 

2 Ring APB De» 

A Pendapat Des 
• Pendapata Ali Des 
b. Bagi hail paal Kabupaten/Kot 
e. blagian dari restribui Kbupten/Kot. 
d. Aloli Dana Des 
e. Bantu keuag Pemerinth, Pemerinth Provinsi, lemerit.ah brp ten  

ota  dan  da  any 
f Hibah 

g Sumbangan lihal ke tig 

B Belanja 
a elanja Langong 

) Belaaja Pegawi 
) Belanja Barang/jar 
) Belanja Modal 

b. Belanja Tidal Lagung 
p) Belanja Pegawi 
2) Belanja Subsidi 
3) Belanja Hibah 
4) Belanja Bantu Sosial 
$) Belanja Bantu kKeugn 
6) Belanja Tak Terdug 

t Pembirya 
• leseriraan Pembiaaan. 

I) Sis Angara Tahu be lucry 
2 Hail Penjulan Aset yang dipisahln 

b. Pengelua Pembiaryan; 
I)Den Cadangan 
)Peyerta Modal Des 
)Pembayaran L/tang 
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